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ABSTRACT

Child abduction is a criminal act that causes serious impacts on children’s physical and
psychological development. Although regulated under Law Number 35 of 2014 on Child
Protection, cases of child abduction in Indonesia continue to occur with increasingly
complex methods. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in
handling child abduction cases in Indonesia under the perspective of Law Number 35 of
2014. The research applies a normative legal method by examining relevant legislation,
legal literature, and selected legal cases involving child abduction. The findings indicate
that the legal framework provides strong protection for children through strict criminal
sanctions and penalty aggravation for offenders. However, its implementation still faces
several challenges, including limited law enforcement resources, lack of inter-agency
coordination, and low public vigilance against threats targeting children. Moreover, digital
technology has enabled offenders to commit child abduction through social media,
demanding legal responses that address cyber-related crimes. The study concludes that law
enforcement effectiveness must be strengthened through comprehensive prevention
measures, improved coordination, and enhanced public awareness to ensure optimal child
protection in accordance with Law Number 35 of 2014.

Keywords: Child Abduction, Child Protection, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penculikan anak merupakan tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap
perkembangan fisik dan psikologis anak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus penculikan anak masih sering
terjadi dengan modus vyang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penculikan anak di Indonesia
berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-
undangan, literatur hukum, serta studi terhadap kasus-kasus penculikan anak yang telah
ditangani aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif,
perlindungan hukum bagi anak telah cukup kuat melalui pengaturan sanksi pidana yang
tegas dan pemberatan hukuman bagi pelaku penculikan. Namun dalam praktiknya,
penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan
prasarana aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kewaspadaan
masyarakat terhadap potensi kejahatan terhadap anak. Selain itu, perkembangan teknologi
digital juga membuka peluang bagi pelaku melakukan penculikan melalui media sosial,
sehingga penanganan hukum perlu memperhatikan aspek kejahatan siber. Kesimpulan
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penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan
melalui strategi pencegahan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi lembaga
penegak hukum, serta edukasi publik untuk menciptakan perlindungan anak yang optimal
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: Penculikan Anak, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa yang memiliki
kedudukan fundamental dalam keberlangsungan masa depan negara. Mereka
tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang berada dalam tahap
pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga sebagai aset bangsa yang memiliki
hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kriminal dan
tindakan yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Fenomena penculikan anak
di Indonesia menjadi salah satu isu hukum yang terus mengemuka dalam beberapa
tahun terakhir, seiring meningkatnya intensitas pemberitaan mengenai kasus
hilangnya anak akibat diculik baik oleh orang orang terdekat maupun sindikat
kejahatan terorganisir. Tindak pidana penculikan anak bukan hanya
mempengaruhi kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan tekanan
sosial terhadap keluarga dan ketidakamanan bagi masyarakat luas.

Selain itu, maraknya kasus penculikan anak menunjukkan adanya
kelemahan dalam sistem pengawasan serta perlindungan anak di berbagai lapisan
masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab penculikan anak sangat
beragam, mulai dari faktor ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan manusia,
hingga konflik keluarga seperti perebutan hak asuh anak (Fathansyah, 2022).
Kemajuan teknologi dan media digital juga memberikan ruang baru bagi pelaku
untuk melakukan aksinya melalui modus pertemanan daring yang menyasar anak-
anak yang kurang mendapatkan edukasi digital safety (Christy, 2025). Di sisi lain,
kondisi psikologis korban kerap terabaikan karena fokus penanganan lebih tertuju
pada aspek hukum semata, padahal trauma jangka panjang dapat memengaruhi
perkembangan emosional dan sosial anak (Wilis, 2021). Aparat penegak hukum
menghadapi tantangan besar dalam upaya penindakan, terutama ketika jaringan
pelaku terlibat dalam kejahatan lintas batas negara atau terorganisir (Prakoso,
2022). Oleh karena itu, berbagai penelitian menegaskan pentingnya strategi
pencegahan yang komprehensif, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat serta
dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin keamanan anak sebagai
subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara (Susanto, 2022).

Kasus-kasus penculikan anak menunjukkan adanya perkembangan modus
kejahatan yang semakin kompleks. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Prabowo (2024), penculikan anak kini sering dilakukan melalui platform digital
dan media sosial sebagai sarana untuk mendekati korban, terutama pada anak
yang sudah mengakses internet tanpa pengawasan orang tua. Perkembangan
teknologi ini mengakibatkan semakin sulitnya deteksi secara dini terhadap indikasi
terjadinya penculikan anak, sebab pelaku dapat melakukan manipulasi komunikasi
dan psikologis secara tersembunyi. Selain itu, berdasarkan hasil studi yang
dilakukan oleh Prasetia (2021), perdagangan anak merupakan salah satu motif
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utama penculikan anak di Indonesia, yang berkaitan dengan eksploitasi seksual
komersial, eksploitasi tenaga kerja, hingga kejahatan transnasional lainnya. Kondisi
ini memperlihatkan betapa urgen dan seriusnya ancaman tindak pidana
penculikan anak terhadap keamanan bangsa.

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat
dalam memberikan perlindungan terhadap anak, implementasi dan penegakan
hukum dalam kasus penculikan anak masih menghadapi berbagai tantangan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan
perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah,
eksploitasi, penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Namun pada
kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku penculikan anak belum
sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang signifikan.

Namun, keberadaan instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya diiringi
dengan efektivitas dalam implementasinya. Tantangan utama terlihat pada
lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, hambatan pembuktian, serta
keterbatasan fasilitas perlindungan korban selama proses hukum berlangsung
(Daeng & Rahmat, 2024). Selain itu, putusan pengadilan sering kali menunjukkan
adanya disparitas pemidanaan yang menimbulkan kesan bahwa pelaku tidak
mendapatkan hukuman yang proporsional dengan dampak yang ditimbulkan
terhadap korban dan keluarganya (Saputra & Yuherman, 2020). Studi lain
menemukan bahwa faktor kurangnya literasi hukum di masyarakat dan minimnya
sistem pelaporan berbasis teknologi mengakibatkan banyak kasus penculikan anak
tidak tertangani secara cepat dan akurat (Rozikin, 2022) terhadap korban masih
belum optimal, khususnya dalam hal rehabilitasi trauma jangka panjang yang
memerlukan peran integratif antara lembaga hukum dan lembaga psikologi (Rudy,
2020). Bahkan dalam konteks kejahatan modern, munculnya modus kejahatan
berbasis digital dan sindikat transnasional menjadi persoalan serius yang menuntut
penguatan kapasitas digital forensics serta kerja sama hukum internasional dalam
penyelesaian kasus (Djunarjanto, 2025). Dengan demikian, meskipun kerangka
hukum telah dirancang dengan cukup kuat, namun efektivitas perlindungan anak
sangat bergantung pada sejauh mana perangkat hukum tersebut dapat dijalankan
secara konsisten, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan yang
semakin kompleks.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurjannah, 2023), masih
terdapat kendala dalam koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti
kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial, yang berdampak pada
lambatnya proses hukum dan upaya pemulihan korban. Selain itu, maraknya kasus
penculikan yang tidak terlaporkan karena faktor ketidaktahuan masyarakat
tentang prosedur pelaporan turut menyebabkan rendahnya data akurat mengenai
angka penculikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
kebijakan hukum yang telah ada dengan realitas implementasi di lapangan. Upaya
pencegahan dan penindakan belum berjalan maksimal karena lemahnya kontrol
sosial dan kurangnya edukasi masyarakat terhadap potensi dan risiko penculikan
anak.
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Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan anak merupakan mandat
yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Aliana (2024), bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk
memastikan perlindungan anak melalui regulasi yang memadai, sistem peradilan
yang responsif terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child),
serta fasilitas pendukung yang mampu menjamin pemulihan korban tindak
pidana. Namun demikian, dalam banyak kasus penculikan anak, korban masih
sering kali tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang komprehensif sebagai
bagian dari pemenuhan hak asasinya. Dengan demikian, penting untuk
menganalisis sejauh mana penegakan hukum dalam kasus penculikan anak telah
mampu memenuhi standar perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang.

Selain itu, kejahatan penculikan anak memiliki dimensi sosial ekonomi yang
tidak dapat diabaikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Abbas (2025), faktor
kemiskinan dan ketimpangan ekonomi kerap menjadi pemicu terjadinya kejahatan
penculikan dan perdagangan anak. Pada beberapa kasus, orang tua atau kerabat
terlibat sebagai pelaku karena motif ekonomi, sementara pada kasus lain anak-anak
dari keluarga rentan menjadi sasaran utama pelaku penculikan. Hal ini
menegaskan bahwa persoalan penculikan anak memiliki hubungan erat dengan
kondisi kesejahteraan sosial Masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana penculikan
anak dari perspektif hukum maupun sosial. Misalnya, penelitian oleh Noor (2021)
mengkaji penculikan anak dari aspek kriminologis dengan fokus pada faktor motif
dan modus kejahatan. Sementara itu, Ibrahim (2024) menyoroti peran teknologi
digital dalam eskalasi risiko penculikan anak. Rasyid (2024) menekankan
pentingnya penguatan sistem penegakan hukum dan sinergi antar-lembaga dalam
menangani kasus penculikan.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih belum memberikan analisis
yang komprehensif mengenai sejauh mana penegakan hukum dalam kasus
penculikan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dan apakah implementasinya memberikan perlindungan hukum yang
efektif bagi korban.

Berdasarkan peninjauan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian sebagai
berikut: (1) Penelitian yang ada lebih banyak fokus pada faktor penyebab dan
karakteristik pelaku serta korban, bukan pada efektivitas penegakan hukum. (2)
Belum banyak kajian yang secara spesifik mengaitkan penerapan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dengan praktik penegakan hukum dalam kasus penculikan
anak. (3) Aspek pemulihan korban dalam proses hukum seringkali belum menjadi
perhatian utama dalam penelitian sebelumnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap
kasus penculikan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menyoroti implementasi,
kendala, serta upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya dalam
upaya memperkuat implementasi kebijakan hukum. Secara praktis, penelitian ini
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diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan,
lembaga penegak hukum, dan organisasi perlindungan anak dalam merumuskan
strategi preventif maupun represif terhadap tindak pidana penculikan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang
berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini
menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur
perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan,
termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan terkait
tindak pidana penculikan anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus
kajian diarahkan pada konsistensi norma, substansi pengaturan, dan implementasi
ketentuan hukum dalam praktik penegakan hukum, tanpa melibatkan
pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan
dengan penculikan anak, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal
ilmiah, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan
tema perlindungan anak dan penegakan hukum. Bahan hukum tersier digunakan
sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis
deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan
mensistematisasi norma hukum guna menilai efektivitas penegakan hukum
terhadap kasus penculikan anak berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penculikan Anak

Hasil analisis terhadap peraturan dan putusan pengadilan menunjukkan
bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan penguatan
perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam Pasal 76F dan Pasal 83 yang
menegaskan bahwa penculikan dan penjualan anak merupakan tindak pidana
serius yang dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun. Kebijakan ini sejalan
dengan prinsip best interest of the child sebagai landasan utama perlindungan
anak (Segala, 2025).

Namun, tingkat efektivitas penegakan hukum masih belum optimal.
Berdasarkan penelitian Kuba (2024), masih terdapat disparitas dalam putusan
hakim terkait kasus penculikan anak yang melibatkan motif ekonomi dan
eksploitasi seksual. Penegakan hukum cenderung fokus pada penghukuman
pelaku, tetapi belum berorientasi menyeluruh terhadap pemulihan psikologis anak
sebagai korban.
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Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan
hukum bagi anak juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum dalam
memahami karakteristik anak sebagai korban kejahatan. Elis (2023) menekankan
bahwa pendampingan psikososial tidak selalu diberikan secara komprehensif
selama proses peradilan, sehingga trauma korban berpotensi meningkat akibat
pemeriksaan berulang yang tidak ramah anak. Di sisi lain, Siwi (2020)
mengungkapkan bahwa penggunaan digital forensics masih belum dioptimalkan
untuk mengungkap jaringan kejahatan penculikan dan perdagangan anak yang
terorganisasi. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan
peningkatan kompetensi aparat dalam menerapkan pendekatan berbasis
perlindungan anak sehingga tujuan utama UU Perlindungan Anak dapat tercapai
secara efektif.

Kendala dalam Proses Penegakan Hukum
Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam implementasi
perlindungan anak:
Table : 1 Kendala dalam Implementasi
Kendala Dampak

Kurangnya koordinasi antar lembaga  Penyelesaian perkara lambat

Rendahnya literasi hukum masyarakat Banyak kasus tidak dilaporkan

Modus kejahatan semakin kompleks Identifikasi pelaku semakin sulit

Minimnya pendampingan psikologis =~ Pemulihan korban tidak optimal

Menurut Suseno (2022), peningkatan penggunaan media digital dalam aksi
penculikan anak membuat aparat penegak hukum harus meningkatkan
kemampuan digital forensics untuk mendeteksi dan mengantisipasi tindak pidana
tersebut.

Selain itu, berdasarkan kajian oleh Firliana (2020), keberadaan perantara
dalam jaringan kriminal seperti perdagangan anak menjadikan penegakan hukum
membutuhkan koordinasi lintas daerah bahkan lintas negara, sehingga sering
terjadi keterlambatan penindakan

Peran Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Korban

Undang-Undang 35/2014 mengamanatkan bahwa penyidik, jaksa, hakim,
serta lembaga sosial memiliki kewajiban memberikan pendampingan dan
perlindungan selama proses hukum. Namun, dalam praktiknya, perlindungan
hukum preventif masih sangat kurang. Sebagian besar tindakan aparat baru
muncul setelah terjadinya kejahatan (Gede, 2023). Penelitian lain oleh Ade &
Wikaningrum (2024) menegaskan perlunya pendekatan berbasis psikososial dalam
penanganan korban untuk meminimalkan trauma jangka panjang yang dapat
memengaruhi perkembangan mental anak.

Selain itu, efektivitas perlindungan hukum preventif juga dipengaruhi oleh
rendahnya literasi keamanan pada masyarakat dan minimnya sarana pelaporan
cepat yang terintegrasi secara nasional. Faris (2024) mencatat bahwa orang tua
sering kali tidak memahami pola dan modus kejahatan yang terus berkembang,
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terutama melalui media digital. Sementara itu, Saputri (2024) menegaskan perlunya
peningkatan kapasitas lembaga sosial dan sekolah dalam membangun lingkungan
aman melalui edukasi keamanan anak dan sistem pengawasan berbasis komunitas.
Antoni (2023) juga menyoroti bahwa kasus penculikan yang berhubungan dengan
jaringan kejahatan terorganisir lintas daerah membutuhkan kerja sama yang lebih
kuat antar-instansi, tidak hanya pada tahap represif tetapi juga dalam upaya
deteksi dini. Oleh karena itu, strategi perlindungan anak harus digeser dari sekadar
reaktif menjadi proaktif dengan memperkuat sinergi masyarakat, pemerintah, dan
aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

Dampak Kriminologis dan Sosial

Penculikan anak memberikan konsekuensi serius bagi korban, keluarga, dan
masyarakat. Korban berpotensi mengalami trauma, gangguan kecemasan, dan
kehilangan rasa aman (Maduwu, 2025). Secara sosial, kasus penculikan anak
memicu rasa takut di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap
keamanan public. Oleh karena itu, kebijakan penal harus dibarengi dengan upaya
preventif berbasis masyarakat, seperti edukasi, pengawasan keluarga, serta
teknologi pelacakan anak sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Saputri
& Sulatri (2024). Pemulihan psikologis anak pasca penculikan harus menjadi
perhatian utama karena dampaknya dapat berlangsung jangka panjang, meliputi
gangguan identitas, kesulitan bersosialisasi, hingga depresi berat bila tidak
ditangani secara tepat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU
No 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku penculikan
anak. Namun secara empiris, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi
berbagai tantangan terutama dalam aspek koordinasi lembaga, pengawasan
masyarakat, pemulihan korban, serta adaptasi terhadap modus kejahatan modern.
Oleh karenanya diperlukan: (1) Penguatan koordinasi lintas Lembaga penegakan
hukum. (2) Modernisasi system deteksi dan investigasi kejahatan berbasis digital.
(3) Peningkatan pendampingan psikologis dalam proses peradilan. (4) Edukasi
hukum yang intensif kepada Masyarakat. Upaya tersebut menjadi penting guna
memastikan pemenuhan hak anak atas perlindungan sebagaimana amanat
undang-undang.
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